
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2008 Nornor 58 Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah

1. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nornor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Nezara Renublik Indonesia Ta hun 1q6R Nomor 31. Tarnbahan

~ L •

Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 2851);

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik di
l;,..,,..L-,,n,....,,.., OoOrY\p"';,..,t.., h U.., h" ,..,'OtDn 0" ro"" L-..,rt-"•••.b.~-.'b~ •• "1 ' ""-1. ' ..""'-.. '''"''''-}' ~'' ••• __ " ' .

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan
1.",1-..~~",1.",~ Q~,...~,...~ D,,~C~~""'1-.. ...~ DC-1-.. .......~....Elcktrcnil ..J.,,~...V-!.J~atl U.!.·'::>1..\..U":'.l. \....!.J.J. J.UJ.~d.J.J,Q..ll.L..1 It.Ja..::M~!.....I>.!. ':'''U~~.&.-1...t'''"-r

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan
publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan
sistern pernerintahan berbasis elektronik;

BUPATI PURWAKARTA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

PERATURANBUPATI PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSIJAWA BARAT

Mengingat

Menimbang



] l.Peraturan Menteri Kornunikasi dan Informatika Nomor 10
Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistern Elektrorrik Instansi

10. Peraturan Menteti Kornuriika.si dan lnformatika Nomor:
41/PER/MEN.KOMTNFO/VUI/2004 tentang Panduan
Stan dar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan
Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Govennent);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem
pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);

8. Peratu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20] 7
Nornor 73, Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
?()1? Nornor ').1.'1, Ta mba h a n f,RmhRr:::m Npe..::!r..::!RpPllhlik
Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6450):

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NOn-;V~-1 CC:Q"7\ ::-.<:L.. :____ .. _I_L.. L.._L.. ~." 1._'; ..J: .. L.._L..
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Vndang-Undang Nomor 2 tahun
2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4J, Tambahan
1 emb:......",.....N0r< ....·r" 0 ....,.....••1-.1;1, 1,.....,..1'"''"',,0<-;.... lI.TO~""'" hQ5h\.
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Iudoues ia NumUI 5033j;

Negara Repu blik Indonesia Nomor 4S46};

Tahun 2008 ten tang
(Lembaran Negara Repu blik
61> Tarnbahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 14
Keterbukaan lnformasi Publik
Indonesia Tahun 2008 Nomor

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
ten tang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu n 2016 Nomoi 251, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah

Bisnis. Data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamarian

5. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya

pengatu ran , pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara

terpadu.

6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE

yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang

berkualitas.

7. Layarian SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi

Aplikasi SPBE dan yang memiliki niIai manfaat.

8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses

4. Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan kornunikasi untuk memberikan lavanan kepada Pengguna

SPBE.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta

2. Pemerintah Oaerah adalah Kabupaten Purwakarta

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan: PERATURAN BUPATT TENTANG SISTEM PEMERTNTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK01 KABUPATENPURWAKARTA.

MEMUTUSKAN:

" .... n_t ..._ ........-·--- 1...>1""""\"r--~"ti .!\!~-,.-••,~..-,1.- c""' "'_1- __._ f"'\1'"\.,,, "' 0. n1v.rC.dlU:a):' 'f.Ar--~ .'" -'-' c :»:» laL}U;'} ~v.:.~ )C)}t.a.JJiS l'\.Cnc.ar}i:!
lnduk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten
Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2'019
nomor 253).

12.Peraturan Daerah Nornor ~ 1ariun 2022 tentarig
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Oaerah Kabupaten Purwakarta Tahun Z022 Nomor
2);

Penyelenggara Negara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 nomor 321);



kematangan penerapan SPBE.

21. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan

klarifikasi lnformasi Yang dapat dilanjutkan dengan validasi lnformasi

terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan

penerapan SPBE.

22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur

lnformasi terhadap nasi} penilaian mandiri untuk mengukur tingkat

19. Audit Teknologi lnforrnasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis

untuk mernperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset

teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat

kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria

dan /atau standar yang telah ditetapkan.

20. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis rnelalui verifikasi

is. Kearnanan SPBE adalah pengendalian kearnanan yang terpadu dalarn SPES.

16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sarna. standar, dan digunakan

secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan Zatau

pernerintah daerah

17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikernbangkan,

digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk rnemenuhi kebutuhan khusus

yang bukan kebutuhan unit kerja lain.

Kernenterian Koordinator

13. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpu l

jaringan dalam suatu organisasi.

14. Sistern Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi Zpenghubung untuk

melakukan pertukaran Layanan SPBE

15. ApIikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur

yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di

penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras. perangkat lunak. dan

fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi,

komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data. perangkat

integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya

12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem

elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan,

penyirnpanan dan pengolahan, dan pernulihan Data.



unsur SPSE.

(3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan Tata Kelola

SPBE secara terpadu.

lata Ketola S?BE sebagaimana dirnaksud pada ayat {lj dilak ukan terhadap

( 1j

Pa:xti4

BAB fIJ

TATAKELOLASPBE

d. Penyelenggaraan SPBE:

e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

c. Audit Teknologi Informasi dan keamanan lnforrnasi;

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Tara Keiola SPBE;

b. Manajemen SPBE;

Pasal 3

BABII

RUANG LINGKUP

Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam penerapan SPBE di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

kemasan dan format sesuai dengan perkernbangan teknoiogi inforrnasi carl

karakter. sirnbol, garnbar. peta. tanda. isyarat, tulisan , suara. dan /atau bunyi

yang mempresentasikan keadaan sebenamya atau menunjukkan suatu ide,

objek, kondisi, atau situasi.

24. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

23. Data adalah catatan atas kumpuian fakta atau deskripsi berupa angka,

Sipi1 Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang

memanfaatkan Layanan SPBE.



e. domain arsitektur Kearnanan SPBE; dan

f. domain arsitektur Layanan SPBE.

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipetakan dan

diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disusun dengan

berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah

Daerah Kabupaten Purwakarta

(6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang mernbidangi

tugas dan fungsi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Purwakarta

(7) Dalam menyu sun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang

rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

d. domain arsitektur Apiikasi SPBt:;

Pasal 5

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1 3 ayat (3) huruf a

bertujuan untuk memberikan panduan da1am pelaksanaan integrasi Proses

Bisnis, Data dan Informasi, lnfrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan

SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

{2j Araitektur spar: sebagairnana dirnaksud pada ayat (l} mernuar domain

arsitektur.

(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan

substansi arsitektur yang mernuat :

a. domain arsitektur Proses Bisnis;

b. domain arsitektur Data dan Informasi;

c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;

a. Arsitektur SPBE;

b. Peta Rencana SPBE;

c. rencana dan anggaran SPBS;

d. Proses Bisnis:

e. Data dan lnformasi;

f. Infrastruktur SPBE;

g. Aplikasi SPBE;

h. Kearnanan SPBE; dan

J. Layanan SPBE.



b. Manajemen SPBE;

c. Layanan SPBE;

d. Infrastruktur SPBE;

e. Aplikasi SPBE;

f. Keamanan SPBE; dan

g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2; Peta Rencana SPBE sebagairnana dimak sud pada ayat {1j disu sun dalarn

bentuk program danjatau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta.

(3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedornan pada Peta Rencana SPBE

nasiona1, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah daerah

Kabu paten Purwakarta.

Pasal 7

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b

memuat:

a. Tata Keioia SP6E;

Pasa16

(1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Arsitektur SPBE sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada

paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai

dengan kebutuhan.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang

membidangi tugas dan Iungs: yaitu Dinas Komuriikasi dan informatika

Kabupaten Pu rwakarta

(4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;

b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;

c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau

d. perubahan rencana strategis Pernerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

(5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada tim koordinasi.

(8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dalam Peraturan

Bupati



(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran

tahunan pemerintah dengan berpedornan pada Arsitektur SPBE dan Peta

Rencana SPBE serta dengan rnempertirnbangkan usulan dan kebutuhan

anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat

(j} diiakukan dengan menghimpun usuian dan kebu tuhan anggaran SPBSdan

seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana

SPBE.

(3) Penvusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksariakan oleh unit kerja yang

membidangi tugas dan fungsi perencanaan dengan berkonsultasi kepada unit

kerja yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasai 9

(1) Peta Rencana SPBE disusun untukjangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir

peJaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:

a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;

b. perubahan rencana strategis Pernerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;

c. peru bahan Arsitektur spas; atau
d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

(4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

unit keria yang mernbidangi tugas dan fu ngsi Komunikasi.

(6) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasai S

(4) Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta

(5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagairnana dimakaud pada

ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk

menvelaraskan dengan Peta Rene-anaSPBE nasional.

(6) Pera Rencana SPBE sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dalarn

Peraturan Bupati Purwakarta



Pasal12

(1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan

SPBE.

bersifat strategis dan/ atau rahasia.

dan informasi yang disediakan serta kearnanan Data dan inforrnasi yang

Pasal 11

(1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e

mencakup Data dan lnforrnasi yang dirniiiki oleh Pemerintah Kabu paten

Purwakarta yang diperoleh dari Pengguna SPBE.

(2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di Dinas

Kornunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas <ian

fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

(3) Unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuparen Purwakarta

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas keakuratan Data

(4) Penyusunan Proses Bisnis sebagairnana dirnaksud paua pasal 4 ayat (3)

dikoordinasikan dan/ atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang aparatur negara.

(5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada avat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d

memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Inforrnasi, pernbangunan,

pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan

SPBE.

(2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE

urriuk mendukung pernbangunan atau pengembangan Apiikasi SPBE dan

Lavanan SPBE yang terintegrasi.

(3) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi

Organisasi dan Tara laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purwakarta dengan unit kerja yang mernbidangi tugas dan fungsi

Telekomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten

Purwakarta.

(4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan

kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 14

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk

menjaga kearnanan dalarn rnelakukan pengiriman Data dan lnforrnasi

antarsimpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

(2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

sebagaimana dirnaksud pada avat (11dapat menggunakan jaringan fisik yang

dibangun oleh Kernenterian Koordinator danjatau yang dibangun oleh

penyedia jasa layanan jaringan.

(4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan

secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daeah Kabupaten

Purwakarta.

(5) Pembangunan dan pengembangan lnfrastruktur SPBE dilakukan selaras

dengan Arsitektur SPBE Pemerintah daerah kabupaten Purwakarta.

(6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (1)diselenggarakan

sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan

sistem informasi. dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Tnfrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f

bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk

memenuhi kebutuhan lnfrastruktur SPBS bagi unit kerja di Pernerintah

Daerah Kabupaten Purwakarta.

(2) )nfrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Jaringan Intra Kementerian Koordinator; dan

b. Sistem Penghubung Layanan Kernenterian Koordinator.

(3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi tugas

dan fungsi Teknologi Dinas Kornunikasi dan Tnformatika Kabupaten

Purwakarta.

(2) Penggunaan Data dan Tnformasi dilaku kan dengan mengu tamakan bagi pakai

Data dan Informasi antar unit kerja di Pemerintah Kabupaten purwakarta,

Instansi Pusat, dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses

Data dan lnformasi. dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan

Informasi.



c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika; dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lernbaga yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

komunikasi dan informatika;

a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan jaringan pernerintah

dan Sistem Penghubung Lavanan Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta lainnya;

b. memenuhi standar in teroperabilitas antar-Layanan SPBE yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang

scbagai bcrik ut:

Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

(2) Seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus

menzaunakan Sistem Penghubunz Lavanan Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta untuk integrasi data dan layanan SPBE.

(3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pad a ayat

(1), Pernerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus memenuhi kriteria

"-.__ ~ ...:;__ ~... ": ....:_~_,........"0....__~ -:"":......- .. :~~~. _.,'"n !............ . 1._
seuagauuana uuuat\.Suu ua.J.GUHI a.::>GU1.L a}a\. ~L/ UUI ul u Hat US menggunahGU'1

Pasal ]6

(1) Sistem Penghubung Layanan Pernerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

informatika: dan

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearnanan siber.

menyeienggarakan urusan pemerinr.ahan di bidang komuriikasi dan

Pasal 15

(1) Seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus

menggunakan .Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.

(2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. membuat keterhubungan dengan .Jaringan Intra pemerintah;

b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang



Pasal19

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g

digunakan oleh unit kerja di PemerintahDaerahKabupatenPurwakarta untuk

memberikanJayanankepadaPenggunaSPBE.

(2j Apiikasi SPEE sebagairnana dirnaksud pada ayat (ij terdiri atas :

a. Aplikasi Umurn:dan
b. Aplikasi Khusus.

(3) Pembangunandan pengernbanganAplikasi SPBEmengutamakanpenggunaan

kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan

sistemyangmeliputi tahap:

a. kajian kebutuhan;

lnformatika Dinas Komunikasi dan Informatika

dilaksanakan olen unit kerja yang mernbidangi tugas dan fungsi Teknoiogi

PasaJ18

(1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah

DaerahKabupatenPurwakarta harus menggunakanPusat Data nasionai.

(2) Jaminan ketersediaanpenyimpananData dalam layanan Pusat Data nasional

SPBEPernerintahDaerahKabupatenPurwakarta.

Sekretaris Pernerintah Daerah Kabuparen Purwakarta meialui lim koordinasi

KabupatenPurwakarta

(4) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir

pelaksanaanatau sewaktu-waktu sesuaidengankebutuhan.

(5) Reviu layanan pusat komputasr/pusat kendali di Pernerintah Daerah

Kabupaten Purwakarta sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh

mernanfaatkan Iayanan pu sat komputasirpusat kendaii di Pernerintah Daerah

PemerintahDaerahKabupatenPurwakarta.

(2) Layanan pusat komputasiy pusat kendali di Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakartasebagairnanadimaksuc1padaavat (l) dikelola oJehunit keria yang

membidangi tugas dan fungsi Telekornunikasi Dinas Komunikasi dan

Informatika KabupatenPurwakarta.

(3) Seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus

r""Io .. I , .. • ,.. • .. ~. t .. 1.. • .. •,UJ\vaKarta mcraxsanaxan rungs: iayanan pusat xomputasi, pusat xenuan c:

Pasal 17

(1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah Kabupaten



(4) Pembangunan dan Pengernbangan Aplikasi pada Perangkat Daerah

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan dan diasistensikan

kepada unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Telekomunikasi dan

Informatika

i5i Pembangunan dan Pengembangan Apiikasi di Pernerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta sebagaimana yang dimaksud pad a avat (3) terpadu dan

dikendalikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi

Telekomunikasi dan lnformatika Dinas Kornunikasi dan Informatika

Kabupaten Purwakarta

(6) Pembangunan danfatau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan

Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah

tersedia, unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus

menggunakan Aplikasi Umum.

(8) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun

dan dikembangkan oleh unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{SI; Pernbangunan dan Perigernbangan Apiikasi Khu su s di Pemerintah Daerah

Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang dimaksud pada avat (8)

berkoordinasi dengan unit kerja yang mernbidangi tugas dan fungsi

telekomunikasi dan Informatika.

(10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun darr/ atau

dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Purwakarta dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah

Kabupaten Purwakarta tanpa persetujuan dan unit kerja yang mernbidangi

tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

b. rancang bangun;

c. implemen tasi;

d. pengujian kelaikan;

e. pemeliharaan: dan

f. evaluasi.



Pasal 21

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri

atas:

a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan

b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBt: yang mendukung

tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan

akuntabilitas di Pemerintah Daerah.

(3) Lavanan administrasi pernerintahan berbasis elektronik melinuti layanan yang

mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan,

pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan

barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain

sesuai dengan kebutuhan internal Pernerintahan Daerah.

(4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf

b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik

di Pemerintah Daerah.

(5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung

kebutuhan birokrasi pernerintahan, meliputi:

a. pengad uan pu blik;

(3) Seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

(4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis

dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

(5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh unit kerja

yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika

a. kerahasiaan;

b. keutuhan;

c. ketersed iaan;

d. keaslian; dan

e. kenirsangkaian.

Pasal 20

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h

ditujukan untuk rnelindungi aset Data dan Informasi, lnfrastruktur SPBE, dan

Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:



Pasal 24

(1) Manajemen keamanan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf

b bertujuan menjamin keberiangsungan SPBE dengan meminimaIkan dampak

risiko keamanan Informasi.

Pasa123

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bertujuan

untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan

dampak risiko dalam mencapai rujuan SPBS.

(2) Manajemen fisiko dilakukan melalui proses identifikasi. analisis.

pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam

pelaksanaaan SPBE di Pemerintah Daerah Kabu paten Purwakarta.

(3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oieh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di

bidang pengawasan dan pengendalian internal.

Hi Manajernen risiko SPBE diiaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Manajemen SPBE meliputi :

a. manajemen risiko;

b. manajemen keamanan Informasi;

c. manajemen Data;

d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;

e. manajemen sumber daya manusia;

f. manajemen pengetahuan;

g. manajemen perubahan: dan

h. manajemen Layanan SPBE.

BABJV

MANAJEMENSPBE

b. dokumentasi dan Informasi hukum;

c. pengawasan internal; danjatau

U. layanan pubiik sesuai dengan keburuhan Pemerintah Daerah

(6) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing

masing.



Pasal26

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimak sud

dalam Pasal 22 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan

optirnalisasi pemanfaatan aset teknologi inforrnasi dan kornunikasi dalam

SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses

perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan

perarigkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Badan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh

seluruh unit kerja di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

{4j Manajernen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oieh unit

kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Aset Daerah

Pasal25

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c bertujuan

untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan

dapat diakses sebagai dasar perencanaan. pelaksanaan. evaluasi, dan

pengendaJian pem bangunan nasional.

(2) Manajernen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data

induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.

(3) Manajemen Data dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan

fungsi Statistik

{4j Manajernen Data dilaksanakan berdasarkan keterituan peraturan perundang

undangan.

(3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di

Pemerintah Daerah Kabupaten Pu rwakarta.

(4) Pelaksanaan manaiemen keamanan Infonnasi sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi di

Bidang keamanan Informasi dan Persandian

(4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

evaluasi kinerja, dan pcrbaikan bcrkclanjutan tcrnadap Kcarnanan informasi.

(2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup,

penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian,



(3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah

Daerah Kabupaten Purwakarta.

(4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit keria yang membidangi

tugas dan fungsi Pemngelola lnformasi dan Komunikasi

(5) Manajemen pengetahuan diIaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 huruf f

bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung

proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang

dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta.

Pasal 28

Pasal27

(1) Manajemen sumber daya manu sia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu

dan Layanan SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan,

pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya rnanusia dalam

pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

(3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja yang

membidangi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

(4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh unit kerja di

Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang membidangi

tugas dan fungsi sebagai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Marrusia

(5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi

sumber daya manusia urituk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen

SPBE.

(6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



[l ] Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk

memastikan keandalan dan kearnanan sistem teknologi informasi dan

komunikasi.

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

a. audit Infrastruktur SPBE;
b. audit Aplikasi SPBE; dan

Pasal 31

BABV

AUDTTTEKNOLOGIiNFORMASIDANKOMUN1KASI

Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

(2) Manajemen Layanan SPBE di!akukan melalui proses pelayanan Pengguna

SPBE, pengoperasian Lavanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas

dan fungsinya masing-rnasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).

(4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.

(5J Manajernen Layanan SpaE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

peru ndang-undangan.

PasaJ30

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 22 huruf h

bertujuan untuk menjarnin keberlangsungan dan meningkatkan kuaiitas

Pasal 29

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 22 huruf g

bertujuan rneningkatkan kualitas Layanan SpaE rnelalui pengendaiian

peru bahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis,

pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap

perubahan SPBE.

(6) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang

menyeienggarakan Layanan SPBE.

(3) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.

(4) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



Pasal 34

(1) Pemantauan SPBE dan EvaIuasi SPBE bertujuan untuk:

BAB VII

PEMANTAUANSPBE DANEVALUAS] SPBE

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen

SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE

dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai pen elenggara SPBR: di

Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Kabupaten Purwakarta

Pasai33

BAB VI

PENYELENGGARA SPBE

(1) Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di

bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal

pemerintah.

(2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)

kali daiam 2 (uua} tahun.

(4) Audit Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

rasa132

c. audit Keamanan SPBE.

(3) Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2j rneliputi perneriksaan hal pokok teknis pada :

a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan

kornunikasi;

b. fungsionalitas teknologi informasi dan kornunikasi;

c. kinerja teknologi informasi dan kornunikasi yang dihasilkan; dan

d. aspek teknoiogi informasi dan komunikasi lainnya.



Pasal35

PadasaarPeraturanBupati Purwakarta ini berlaku, Aplikasi sejenisdenganAplikasi

Umum yang telah tersedia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

sebelurn berlakunya Peraturan Supan Purwakarta ini, tetap digunakan sarnpai

dengan tersedianyaAplikasi Umum.

BAB VIII

KETENTUANPERALIHAN

a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah

Kabupaten Purwakarta; dan

b. mernberikan saran perbaikan yang berkesinarnbungan untuk peningkatan

kualitas pelaksanaanSPBEdi PemerintahKabupaten Purwakarta.

(2) PemantauanSPBEdan Evaluasi SPBEsebagaimanadimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun.

(3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBEdidasarkan pada pedoman evaluasi

SPBE.

(4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32.

(5) Dalampelaksanaanteknis PemantauanSPBEdan EvaluasiSPBEsebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh

PemerintahKabupatenPurwakarta

(6) Hasil PemantauanSPBEdan EvaluasiSPBEsebagaimanadimaksud padaayat

(2)disampaikan kepadaBupati PemerintahKabupatenPurwakartamelalui tim

koordinasi.
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Pasal 36

BAB IX
PENUTUP


